
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

TAHUN 2011 NOMOR ?-t SERI F NOMOR LU

PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

AGARAPEMBERIANDANPERTANGGUNGJAWABANBELANJAHIBAH,BANTUAN
SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI SAMOSIR'

bahwa daram rangka meraksanakan ketentuan pada pasal 133 ayat (3)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri 6atam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah' perlu ditetapkan Tata

cara pemberian dan pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan

Sosial dan Bantuan Keuangan;

bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu

menetapkanPeraturanBupatisamosirtentangTataCaraPemberian
danPertanggungjawabanBelanjaHibah'BantuanSosialdanBantuan
Keuangan Tahun Anggaran 2011 

'

Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang

PenyelenggaraanNegarayangBebasdanBersihdariKorupsr,Kolusi
danNepotisme(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahunl999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Repubilk rndonesia Nomor

3851 );
Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang

KeuanganNegara(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubrik rndonesia Nomor

a.

Mengingat

2.

4286)',

3. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 36 Tahun 2O0:^j:::11?

;;;;'".;;;ln"*rtuo"ten samosir dan Kabupaten s.e1oa1s r"!111 
1

provinsi sumatera Utara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2003Nomorl5l,TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesia
Nomor 4346);

4. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang

PerbendaharaanNegara(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun
2QO4Nomor5,TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesia
Nomor 4355);

5. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1O Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 53' Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor a3B9);

^ 
I l-!^^^



6. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang

pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

(Lembaran Nd;; A"publik^lndo-n-esi" Tahun 2004 Nomor 66'

Tambahan temtaran Negara Republik tndonesia Nomor 4400);

7. Undang-Und";;;;uutii tnoon"sia Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahrn fj"tith (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2004 Nom o, lii, f^moar,an LembaLn Negara Republik lndonesta

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan uno"ng"-i;;;g uoto' 1,2 Tahun 2OOB tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

pemerintahr, ;;;;t; (Lembaran Negara Republk lnd.1i":i",]:f::

200sNomor5g,TambahanLembarinNegaraRepubliklndonesta
Nomor 4844),

LUndang-Undang Republik lndonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang

perimbangrn r'"r"ngan antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah tr-"*o'i'n il"s"" Republik ltg:::t':-I:lun 2004 Nomor

l26,TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2005
Nomor 137' Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

',,0.1u"1:l;,r, Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem

lnformasiKeuanganDaerahltemoaranNegaraRepubliklndonesia
Tahun zoos Noinor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4576)''

ll.PeraturanpemerintahNomor5TTahun2005tentangHibahKepada
Daerah (Lembaran Nesara Republik 

't9:::ti? ]:lun 
2005 Nomor

l3g,TambahanLembaianNegaraRepubliklndonesiaNomor4STT)'
12" i:)eralur"n p"rn"iintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan o'"i'tt (Lembaran Negara Republik- lndonesia t1f 
1l

2005Nomorl40,TambahanLembiranNegaraRepubliklndonesta
Nomor 4578),

l3.PeraturanPemerintahNomorBTahun2006tentangPelaporan
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik tnOiresia fanun 2006 Nom or 25' Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4614\'

14. Peraturan Pemerintah t'tomor it tai^iun 2O1O tentang Standar

AkuntansiPemerintah(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun

,,, |?ili;ran presiden Repubrik rndonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentans

Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan

Perundang-undangan;
16.Peratur"np"","r'"KabupatenSamosirNomorTTahun2006tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan fu'"ngtn Daerah'(Lembaran Daerah

Kabupaten ;"*;; Tahun 2006 Nomor 70 Seri A Nomor 6);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 20 Tahun 2007

.tentangorganisasidanTatareilaset.'"t-,:iSl.Daerah,sekreiariat
Dewanp"*,r,r,nRakyatDaerar'danStafAhliKabupatenSamostr
(LembaranDaerar.Kabupatens,'o'i'Tahun2007Nomor130Seri
D Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samostr

r u f ::i,i..lJ'3::,"'"'r'Tl.urprtu' samosir Nomor 22 rahun 
3?2!.

tentangorganisasidanTataKerjaDinasDaerah{abupatenSamostr
(Lembaran'Oaeraf'KabupatenSit"titNomorl32SeriDNomorl5'
Tambahan Lembaran Daerah KaOupaten Samosir Nomor 3 Tahun

2007);

40 pcraturan . I



19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011^f1f1nO Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011

(Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 6 Seri A

Nomor 22);

20. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman p"ng"loft"n Keuangln Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

tentangPerubahanatasPeraturanMerrteriDalamNegeriNomorl3
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. peraturrn trtuni"ri Daram Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang

Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

22. peralurrn ruenteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang

pedoman e"ng"ior.rn Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan

Wakil KePala Daerah;

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG TATA CARA

PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH'

BANTUAN SOSTAL DAN BANTUAN KEUANGAN TAHUN

ANGGARAN 2011

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

rPeraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

pemerintah Daerah 
"'ol'Jn 

troati dan Plrangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir;

Bupati adalah BuPati Samosir;'

Pengelola Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan'

pelaksanaan,penatausahaan'pelaporan'pertanggungjawaban'danPengawasan

lililf i.ffi:i3ll *"r"nnan Daerah, yans seranjutnva disebut ppKD, adarah Kepara

satuan Kerja pengerora i.euang.n oro"i y"ng-selanjutnya disebut Kepala SKPKD

yang mempunyai trgas metatianat an p"ngulotrrn APBD dan bertindak sebagai

Bendahara Umum Daerah; n^-^^ra tn va, ann2n llaerah
PenggunaAnggaranadalahKepalaSatuanKerjaPengelolaKeuanganDaerah,
AnggaranPendapatandanBelanjaDaerahselanjutnyadisingkatAPBDadalahrencana
keuangan tahunan Pemerintah o""'J-f"ng dioartas dan disetujui bersama antara

PemerintahDaerahdanDPRDdanditetapkandenganPeraturanDaerah;
BendaharaPengeluaranadalahPejabatFungsionalyangditunjukuntukmenerima,
menyimpan,membayarkan,menatausahakan,danmempertanggungjawabkanuang
dalam rangka pelaksanaan ApBD ouo' J*oroflTDiang khusus mengelola Hibah'

BantuanSosial,BantuanKeuangan,BelanjaTidakTerduga'Pembiayaan,Beianja'

|:]:li 
tJ:;i1lf:,li.Tt?ffian. 

SKpKD yans seranjutnva disinskat rPK 
'KPKD

adalahPejabatyangmelaksanakaniungsiratausanaKeuanganpadaSKPKD;
surat penyediaan- D"n" yang setariutnya disingkat sPD adalah dokumen yang

menyatakan tersedianya dana untuk melaisanakan fungsi Tata Usaha Keuangan pada

SKPKD;

10. Surat.



surat Permintaan Pemb ayaran yang selanjutnya disingkat sPP adalah dokumen yang

diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggung it*to atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara

Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;

surat Perintah rrlemna-yar yang selanjutnya disingkat sPM adalah dokumen yang

digunakan/diterbitkan oleh pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk

penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-PPKD;

surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat sP2D adalah dokumen yang

digunakan sebagai dasar pencairan oana ytnn diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD

berdasarkan SPM,

Belanja Hibah adalah Belanja yang telah tersedia anggarannya dalam Anggaran

PendapatandanBelanjaDaerah(APBD)digunakanuntukpemberianhibahdalam
bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah Daerah lainnya' dan Kelompok

Masyarakat/Perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;

Bantuan sosial adalah bantuan yang telah tersedia anggarannya dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk pemberian bantuan yang

bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang kepada kelompok/anggota

,nrr';"f,r, dan partai potitif. secara selektif dan tidak mengikat serta tidak wajib'

Bantuan Keuangan adalah bantuan yang telah tersedia anggarannya dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk pemberian bantuan kepada

Pemerintah Desa yang bersifat umum atau khusus dalam rangka pemerataan dan/atau

peningkatan kemamPuan keuangan;

AssosiasisekretariatDewanPerwakilanRakyatDaerahKabupaten
selanjutnyadisingkatASDEKS|adalahorganisasiantarSekretariat

Seluruh lndonesia

DPRD KabuPaten

Seluruh lndonesia;

Asosiasi Dewan Perwakilan

disingkat ADEKSI adalah

Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh lndonesia selanjutnya

Organisasi antar Lembaga DPRD Kabupaten Seluruh

ffi"#:;?.rerintah Kabupaten seturuh tndonesia selanjutnya disingkat APKASI adalah

organisasi kerjasama antar Kabupaten Seluruh lndonesia'

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan belanja hibah digunakan untuk menganggarkan bantuan

dalam bentuk uang meliPuti:

a, Pemberian hibah kepada sekolah dasar swasta dan sekolah menengah pertama

swasta dalam rangka bantuan operasional sekolah;

b. pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah

daerah lainnya, kepada badan/lerirbaga/or!anisasi swasta' organisasi semi

pemerintah,kelompokmasyarakat,dan/atauperoranganyangsecaraspesifiktelah
ditetapkanperuntukannyadalamAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah
KabuPaten Samosir'

Ruang lingkup pengelolaan belanja bantuan sosial digunakan untuk pemberian bantuan

yangbersifatsosialkemasyarakatandalambentukuangkepadakelompokdan/atau
anggota masyarakat dan p"rt"l politik secara selektif, tidak mengikat' tidak wajib yang

secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Samosir meliputi:

a,bantuansosialorganisasikeagamaandan/ataukegiatankeagamaan;
b. bantuan sosial organisasi kepemudaan;

c. bantuan organisasi kependidikan;

d. bantuan organisasi kemasyarakatan;



e. bantuan organisasi lainnYa;

f, Bantuan Partai Politik.

Bantuan sosial dapat juga diberikan kepada orang perorangan dan/atau organisasi

masyarakat lainnya yang secara spesifik tidak ditetapkan peruntukannya dalam Anggaran

- pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir, diperuntukkan guna mendukung

penyelenggaraan pembangunan.

Ruang lingkup pengelolaan belanja bantuan keuangan meliputi bantuan keuangan

kepada pemerintah daerah bawahan atau Pemerintah Desa.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN BELANJA HIBAH'

BANTUAN SOSTAL DAN BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu
TATA CARA PEMBERIAN HIBAH

Pasal 3

Belanja Hibah dapat diberikan setelah Pimpinan OrganisasilLembagalYayasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mengajukan permintaan dana belanja

hibah secara tertulis dengan melampirkan.

a. Proposal dan atau Rencana Penggunaan dana Secara terperinci;

b. Akte Pendirian Organisasi/Lembaga/Yayasan dan atau legalitas pendirian

lainnya yang diPersamakan,

c. Kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Ketua/Kepala

Organisasi/Lembaga/Yayasan bersama sama dengan Sekretaris dan

Bendahara diatas materai cukuP,

d. Fotocopy Kadu Tanda Penduduk Ketua, Sekretaris dan Bendahara,

e. Nomor Rekening Bank,

f. Daftar Pengurus Organisasi/Lembaga/Yayasan, Proposal dan atau Rencana

Penggunaan Dana secara terperinci;
g. Khusus untuk instansi pemerintah dan semi pemerintah disesuaikan dengan

peraturan dan ketentuan yang berlaku;

Surat permohonan permintaan dana belanja hibah disampaikan kepada Bupati melalui

Unit Kerja/SKPD yang menangani kegiatan berkenaan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya;

Penerima Belanja Hibah harus membuat Surat Pernyataan Penerimaan Dana dan Surat

Pernyataan Bersedia Mempertanggungjawabkan dana yang diterimanya sesuai dengan

peraturan yang berlaku dibubuhi materai secukupnya;

Unit kerja/SKPD yang berkenaan menyampaikan saran/pendapat kepada Bupati Samosir

untuk memperoleh persetujuan;

Setelah mendapat persetujuan dari Bupati Samosir, maka Naskah Perjanjian Hibah oleh

Bupati Samosir sebagai Pemberi Hibah dengan Pimpinan OrganisasilLembagalYayasan
sebagai Penerima Hibah ditandatangani bersama sesuai dengan peraturan dan

ketentuan yang berlaku,
Belanja Hibah akan ditransfer ke nomor rekening Organisasi/Lembagal/ayasan oleh

Dinas Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah selaku SKPKD.

Bagian Kedua
TATA GARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 4

Bantuan Sosial dapat diberikan setelah Pimpinan Organisasi/Lembaga/Yayasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayal (2), mengajukan permintaan dana Bantuan

Sosial secara tertulis dengan melampirkan:

a, proposal dan atau rencana penggunaan dana secara terperinci;



d.

e.

t.

b. akte pendirian organisasi/lembaga/yayasan dan atau legalitas pendirian lainnya yang

dipersamakan;
c. kwitansi tanda terima

organisasi/lem baga/YaYasan

diatas materai cukuP,

fotocopy kartu tanda penduduk ketua, sekretaris dan bendahara;

nomor rekening bank,

daftarpengurusorganisasi/lembaga/yayasan,proposaldanataurencana
penggunaan dana secara terperinci;

g lnurr. untuk instansi pemerintah dan semi pemerintah disesuaikan dengan

peraturan dan ketentuan yang berlaku;

Surat permohonan permintaan dana Bantuan sosial disampaikan kepada Bupati melalui

Unit Kerja/SKPD yang menangani kegiatan berkenaan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya;

Penerima Bantuan sosial harus membuat surat pernyataan Penerimaan Dana dan surat

Pernyataan Bersedia Mempertanggungjawabkan dana yang diterimanya sesuai dengan

peraturan yang berlaku dibubuhi materai secukupnya;

Unit kerja/SKPD yang berkenaan menyampaikan saran/pendapat kepada Bupati Samosir

pembangunan.

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

dalam rangka penghargaan atas prestasi perorangan'

dalam bidang dan/atau kegiatan tertentu'

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

dalam rangka tali asih kepada perorangan atau keluarga'

yang ditandatangani oleh ketua/kepala

bersama sama dengan sekretaris dan bendahara

dari Bupati Samosir dan ditransfer

Dinas PendaPatan Keuangan dan

ayat (3), daPat juga diberikan

kelompok dan/atau organisasi

ayat (3), daPat juga diberikan

untuk memPeroleh Persetuj uan;

Bantuan sosial diberikan setelah mendapat Keputusan

ke nomor rekening Organisasi/Lembaga/Yayasan oleh

Asset Daerah selaku SKPKD.

Khusus untuk bantuan iuran kepada APKASI, ADEKSI, dan ASDEKSI disalurkan setelah

menerima nomor rekening yang ditunjuk oleh Organisasi Penerima Bantuan'

Pasal 5

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dapat diberikan dalam

rangka memberikan motivasi kepada organisasi dan/atau perorangan dalam partisipasi

Pasal 6

sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan secara langsung, setinggt-

senilai Rp. 3.000.000,-- (tiga iuta rupiah) untuk setiap kali pemberian bantuan dan

rkan melalui Bendahara Pengeluaran SKPKD'

Bagian Ketiga

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

Bantuan keuangan diberikan kepada Pemerintah Desa'

Bantuan Keuangan dapat diberikan setelah diberitahukan kepada Pemerintah Desa yang

bersangkutan dengan surat pemberitahuan dari Bupati;

Pencairan Bantuan Keuangan dapat dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan

permintaan pencairan secara tertulis, berdasarkan surat pemberitahuan dari Bupati;

Permohonan Permintaan Pencairan Dana Bantuan Keuangan disampaikan kepada

Bupati disertai dengan lampiran APB-Desa yang telah memperoleh rekomendasi dari

dinas teknis pada tingkat Kabupaten serta telah diteliti oleh Tim Fasilitasi ADD

Kabupaten Samosir,



Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah

Kabupaten Samosir r"trt , satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah sesuai dengan tugas pof6t dan fungsinya dan dilaksanakan sesuai

dengan peraturan perundangan yang berlaku'

penetapan jumlah bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dan pedoman

penggunaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Alokasi Dana Desa diatur dengan

peraturan-Peru ndnag-u ndang a n ;

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH

Pasal 8

Belanja Hibah dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah dalam bentuk laporan

pertanggungjawaban p"Lit"ii"an kegiatan dan penggunaan atas belanja hibah yang

diterimanya dan menyampaikannya kepada Bupati 
- 

samosir cq' Kepala Dinas

pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaien Samosir paling lambat 1 (satu)

bulan setelah hibah diterima;

Laporanpertanggungjawabanataspenggunaanbe|lnllhibahdisampaikandalam
bentuk laporan realisasi penggunaan oaii dan bukti-bukti lainnya yang syah sesuai

o.ngrn naskah perjanjian'hid[ dan peraturan perundang-undang an lainnya ;

' Bagian Kedua

PERTANGGUNGJAWABANBELANJABANTUANSoSIAL

Pasal 9

penerima Bantuan sosial selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Tahun Anggaran

berakhir, harus membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan

penggunaan dana atas bantuan sosial ytng-Jt"ti*anya dan menyampaikannya kepada

Bupati Samosir Cq Dinas Pendapatan, Keulngan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir;

Laporan pertanggungjawaban atas penggrn"tn bantuan sosial disampaikan dalanr

bentuk tanda terima uang beserta peruntukan penggunaannya dan realisasi penggunaan

dana dan bukti-bukti lain"nya yang syah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku;
DanaBantuanuntukluranorganisasi(luranAPKAS|,ADEKS|'danASDEKSl)tidak
diwajibkanmembuatLaporanPertanggungjawabankepadaBupatiSamosir'

Pasal 10

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diberikan berdasarkan

pertimbangansatuankerjaperangkatdaerahyangmembidangidanditetapkan
berdasarkan penilaian Aupati Samosii dan/atau Wakil Bupati Samosir'

pertanggungjawaban dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

diberikan secara tunai dan dilengkapi dengan kuitansi t?11" bukti penerimaan'

Dana Bantuan sebaga*"n" diriaksud pJoa ayat (2) tidak diwajibkan membuat Laporan

penggunaan dana bantuan sosial'

Bagian Ketiga

PERTANGGUNGJAWAENN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 11

penerima Bantuan Keuangan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran

berakhir,harusmembuatlaporanp"'t,nggungjawabanpelaksanaankegiatandan
penggunaan atas bantuan sosial yang diteririJny"-O"n menyampaikannya kepada Bupati

cq. Dinas penoapin, Keuangan o"n Asset Daerah Kabupaten Samosir;

(2) LaPoran



Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan Bantuan Keuangan disampaikan dalam

bentuk tanda terima uang beserta peruntukan penggunaannya dan realisasi penggunaan

dana dan bukti-bukti lainnya yang syah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

BAB V
PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI BANTUAN

Pasal 12

Pengawasan dan Pengendalian Bantuan dapat dilakukan sebelum maupun sesudah

bantuan diberikan.
Dalam rangka melakukan pengawasan dan pengendalian bantuan sebelum bantuan

diberikan, Tim Verifikasi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Samosir dapat

melakukan:
a. Verifikasi keberadaan organisasi sosial atau organisasi kemasyarakatan yang

mengajukan bantuan,
b. Verifikasi tempat lokasi kegiatan yang akan dilaksanakan,
c. Mengkaji manfaat dari kegiatan yang akan dilaksanakan.
d. Meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi permohonan bantuan.

Hasil pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan

bahan pertimbangan Bupati untuk memberikan bantuan,
Dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pengendalian bantuan, SKPD pemberi

bantuan dapat meminta saran teknis dari unit kerja teknis terkait sesuai kebutuhan

Penerima dan/atau pengguna dan/atau pengelola Belanja Hibah,Bantuan Keuangan dan

Bantuan Sosial merupakan Objek Pemeriksaan dari Pihak Pengawas Eksternal maupun

lnternal.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini tetap mengacu pada peraturan dan

ketentuan yang berlaku.

Pasal 14
pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Samosir Nomor 17 Tahun 2010

tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggunglawaban Belanja Subsidi, Belanja Hibah,

BantuJn Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010

Nomor 18 Seri F Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15
peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dengan ketentuan berdaya laku

surut sejak tanggal 01 Juli 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tangg al 4 Juli 2011

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
Pa{a tanggal Lt lult lptt
PIt. \EKRETARIS DA,ERAH,

lr. HATORANGAN SIMARMATA
PEMBINA UTAMA MUDA
NlP. 1 9570622 198603 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2011 NOMOR ZI SERI F NOMOR L?.4


